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BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAtrIESI SELATA"IT

PERATURAN DAERAII I(ABUPATEIT .IEilErcNTO
NOMOR 3 TAHUIT 2()18

TENTANG

SISTEM KESTITATAN DAIRAII

DEITGAil RAIIMAT TI'I{AN YAITG MAIIA ESA

BUPATI JTNEPOilTO,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hask asasi manusia dan salah
satu unsur kesejalteraan yang harus diwujudkan sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan
kesehatan agar dapat tercapai derajat kesehatan yang
setingi-tingginya, pembangunan kesehatan di Kabupaten
Jeneponto perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi,
sinergi, dan holistik dengan memadukan berbagai upaya dari
pemangku kepentingan baik oleh masyarakat, swasta
maupun Pemerintah Daerah dalam suatu Sistem Kesehatan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2OL2 tentang Sistem
Kesehatan Nasional, pelaksana Sistem Kesehatan Nasional
adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama
masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rtnenetapkan
Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tarnbatran Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor L822l,;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 47, Tarnbahan Iernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2a6l;



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2OA4

tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2AO+ Nomor 116, Tambahan

Republik
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa3\;
6. Undang-undang ReBublik Indonesia Nsrnor 40 Tahun 2OO4

tentan[ Sistem Jaminan Sosial Nasional (l,embaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 150, Tambahan
Lembaran irlegara Republik Indonesia Nomor aa56l;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OO9

tentan[ Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2OO9
tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5o72li

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOLl Nomor
82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 523a0

1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zOLl Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3256]l;

1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2074
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5a941;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2AL4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2Ol4
tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5571);

14. UnCang-UnCang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2+4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AL4
tentang Keperawaten (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 3O7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 56121;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 49, Ta4rbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 363fl: *,rl



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi Dan Alat

Kesehatan (Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 138, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 378L1;

18. Peraturan Pemerintatr Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2OO4 tentang Kemanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran

Negara Repuutit indonesia Tahun 2aa4 Nomor lo7,
tambafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa2al;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 48.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 TahJ:n 2O!?
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuasgan Badan Layanatr
Umum (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012
Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

2O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5781;

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2OOS tentang Pedoman Pen5rusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

22.Peratrsran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2AA9 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa6);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun
2A16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Republik
Indonesi.a Tahun 2ALO Nomor Ll4, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia 72 Tahun 2OL2
tentang Sistem Kesehatan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 193);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor E 1);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2Al4 tentang Pusat Keseha+.an Masyarakat;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2Al4 tentang Pengadaan Obat dengan Katalog
Elektrik;

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2OO8
tentang Pelayanan Kesehatan Gratis. f

t



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAJT PERWAKILAN RAI(YAT DAERAII I(ABUPA?EIY JEIYEP{OIYTO

dsn

BUPATI JTITTEFONTO

MEMUTUSKAIT:

MENCtapKan : PERATURAIT DAERAII TTITTAilG SISTEM KESEIIATAN
DAERA,II

BAB I
KBTEilTUAN T'MI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintahan adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daera-h adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaiiaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ciisingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara;

6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis;

7. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggara urusan wajib Pemerintahan di
bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait kesehatan di Daerah;

8. Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya Cisingkat SKD adalah tatanan ya:eg
menghimpun dan mengatur penyelenggaraan pembangunan keseha.tan Daerah,
terdiri dari sub sistem Upaya Kesehatan, Pembiayaan kesehatan, Sumberdaya
Manusia Kesehatsn, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan,
Manajernen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyaralkat;

9. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan
Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang diselenggarakan secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingglnya;

1O. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan mena.nggui*rg, timbuinya masalahkesehatanmasyarakat;

1 1. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap
kegiaian yang diiakukan oleh swasta, masyarakat dan pemerintah, untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;

12. Pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian,
pengalokasian, pembelanjaan, dan manajemen anggaran dana kesehatan untuk
rnenduln:ng penyelenggaraan pernbangrrnan kepehatan guna mencapai dera-jat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; {



13. PoIa Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkatt PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
rnemaju*kan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagai pengecualian dari ketentuan pengetolaan keuangan daerah pada
umumnya;

14. Anggaran Penciapatan dan Beianja Daerah yang seianjutnya disebut AtrBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.

15. Sumben Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai
upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaal tenaga
kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
deraj at kesehatan yang setinggi-tingsn-y*;

L6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan;

17. Tenaga h{on Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan narnun tidak berasal dari pendidikan di bidang kesehaian;

18. Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan adalah pengelolaan
berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, keamanan, khasiatlmanfaat,
mutu sediaan f;armasi, dan makanan;

19. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
20. Obat Tradisional aclalah bahan, ramuan bahan atau sarianlgalenik yang

berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campurannya yang
digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman turun temumn;

q1 A1^+ Ilanalra*aa o.loloL isatnrraan aaara.Ftrc raooi- im^I^- irn6d +iAnl-aL. ruiaL .iauiruilir.i.ii"rl ia(l;{rHrl rlrStfUlitefl, apafatUS, mesin, implan yang tfda"la
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta
memulihkan kesehatan pada maRusia dan/atau untuk membentuk
struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

22.Makanan adalah komoditi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat kecuali
obat;

23. Manajerlren, informasi, dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang
menghimpun mengkoordinasikan dan mengimplernentasikan berbagai upaya
kebi$akan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan,
pengelolaan data dan informasi kesehatan. yang mendukung Subsistem lainnya
Cari SI.*D guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masl'e"rakat yang
setinggi-tingginya;

24- Manqiernen Kesehatan adalah kegiatan oleh Perangkat Daerah yang diserahi
tugas di bidang kesehatsn yang meliputi pereneenaan, pengorganisasian,
penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan informasi, pencatatan pelaporan,
pembiayaan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat
sasaran, tepat waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna;

25. Informasi adalah perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola
siklus informasi (munai dari pengumpulan data sampai pemberian Lrmpan balik
informasi) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tepat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantaun kinerja sistem kesehatan;

25. Regulasl kesehatan adalah suatu cara yeng digunakan untuk mengendalikan
pelayanan kesehatan masyarakat dengan aturan tertentu;

27.Pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai
upaya kesehatan, baik perorarlgan, kelompok, maupun masyarakat secara
terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat
keseha.tan masyarakat yang setinggi-tinggtnya;

28. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah unsur pelaksaaan Pemerintah Daerah ,
Kabupaten yarrg berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui f



a.
b.
c.
d.
e.
f.
ob.

. Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas rnelaksanakan urusan pemerintah
daerah dan tugas pemantauan di bidang kesehatan;

29. Pos UKM Desa adalah fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama yang
dikelola oleh Pemerintah Desa.

BA3 II
ASAS, IU.IIKSUD, TUJLIAN, DAN RUAITG LINGKUP SKI)

Pasal 2

SKD diselenggarakan berdasarkan asas :

Peri kemanusiaan;
Keseimbangan;
Manfaat;
Perlindungan;
Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
Keadilan; dan
Gender dan non diskriminatif.

Pasal 3

SKD dimaksudkan sebagai pedoman dan memberiknn arah dalam
penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau
masy'araka,t termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta.

Pasal 4

T\4juan SKD adalah terselenggaranya urusan kesehatan oleh semua potensi yang
ada di daerah, baik masyarakat, swasta maupun Pemerintah Daerah secara
si:rergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggirry".

Pasal 5

Ruang lingkup SKD terdiri dari :

a. Upaya Kesehatan;
b. Pembiayaan kesehatan;

Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;
Pemberdayaan masyarakat.

BAB III
T'PAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

a. UKM; dan
b. UKP.

Pasal 7

UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup :

a. Pelayanankesehatan;
b. Pelayanan kesehatan traCisicnal; I

I

c.
d.
e.
f.



Peningkatan kesehatan dan penc"S+"'1 penyakit;
fenyeinbuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
Kesehatan reproduksi;
Keluarga berencana;
I.*esehatan sekslah;
Kesehatan olahraga';
Pelayanan kesehatan Pada bencana;
Pelaygnan darah;
Kesehatan grg1 dan mulut;
fenanggUlan[an gangguan penglihatan dan ganggUan pendengarafl ;

m. Kesehatan matra;
n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
o. Pengamanan makanan dan minuman;
p. pen[amanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
q. Pelayanan forensic klinik dan pelayanan bedah mayat;
u. Kesihatan ibu, bai,i dan ana,k, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang

disabilitas;
s. Perbaikan gizi;
t. Kesehatan jiwa;
rt. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
v. Penanggulangan penyakit tidak menular;
w. Keaehatan lingln:ngan; dan
x. Kesehatan kerja;

Bagian Kedua
UXTI
Pasal 8

{U UKM terdiri dari :

a. UKM Tingkat Pertama;
b. UKM fingkat Kedua.

(2) UKM Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mer*pakan pelayanan kresehatan rnasS,arakat tingkat pertama yang
dilaksanakan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai jenis upaya
kesehatan tersebut;

isi UKM Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b merupakan
pelayanan kesehatan masyarakat ting!<at kedua yang dilaksanakan tenaga
kesehatan yang herkompeten sesuai jenis upaya kesehatan tersebut.

Pasal 9

UKM ?ingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat {1) huruf a
dilaksanakan di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.

Pasa] 10

(1| Sarana Pelaksana UKM Tingkat Perta.ma di Tingkat Desa sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 9 adalah Pos UKM Desa;
Lembaga UKM Tingkat Pertama di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Unit Pelayanan Pemerintahan Desa;
Tlrgas UKM Tingkat Pertama di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] adatah :

a. Melaksanakan UKM Tingkat Pertama di wilayah Desa;
b. Melaksanakan suweilans, pefieatatan, dan peiaporan secara berjer$ang.
Periainan UKM Tingkat Pertama di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dikeluarkapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
urusan Kesehatan;.f

{21

(3)

(4)



.(5)

{6}

(71

pembiayaan uKM Tingkat Pertama di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berasal dari :

;. Belaqia Modal : APB Desa/APBD/Hibah; dan

b. Belarria Operasional : APB Desa/APBD'
Tenaga Kesehatan UI'.M Tingkat Pertarna di Tingkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Perawat;
b. Bidan;
c. Tenaga Kesehatan Masyarakat (sarjana Kesehatan Masyarakat,

Penyuluh Kesehatan, Sanitarian)'
Hubungan Kerja UKM Tingkat Pertama di Tingkat Desa :

a. pembinaan dan supeirisi teknis Pos UKM Tingkat Pertama di Tingkat
Desa dilakukan oleh Rrskesmas;
Kinerja pos UKM Tingkat Pertama di Tingkat Desa merupakan bagian
dari kinerja Jaringan UKM Desa se- Kecamatan;
Koordinaior jaringan UKITI Tingkat Pertarna se-Kecarnatan adalah
ftrskesmas.

Pasal 11

Sarana pelaksana UKM Tingkat Pertama di Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 adalah Puskesmas;
Lembaga UKM Tingkat Pertama di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Organisasi Perangkat Daerah
yang menangani urusan kesehatan;
Ttrgas UKM Tingkat Pertama di Tingkat Kecamatan sebagairnarT.a dimaksud
pada ayat (1) adalah :

a. melaksanakan keb{jakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung
terwujudnya kecam atan sehat;

b. melaksanakan UKM Tingkat Pertama di wilayah kerja Puskesmas dan
Kecamatan;

c. menerima dan menindaklanjuti rujukan dari UKM Tingkat Pertama Desa;
d. Melaksanakan surueilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang.
Perizinan UKM Tingkat Pertama di Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada a5rat (1) diterbilkan Bupati.
Pembiayaan UKM Tingkat Pertama di Tingkat Kecarnatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Eetranja Modai : APBD;
b. Belanja Operasional: APBD/APBN.
Tenaga Kesehatan UKM Tingkat Pertama di Tingkat Kecamatan terdiri dari :
a. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi Sarjana Kesehatan Masyarakat,

Penyuluh Kesehatan, Sanitarian, Petugas Gizi;
b. Dokter;
c" Perawat dan bidan.

(7) Hubungan Kerja UKM Tingkat Pertama di ringkat Kecamatan:
a. hrskesmas mengkoordinir penyelenggaraan UKM di wilayah kerja

b.

c.

(1)

{2t

(3)

(4)

(s)

(6)

Puskesmas/Kecamatan;
b. Organisasi Perangkat Daerah yang

melakukan puperuisi dan pembinaan
Kecamatan. I

t

menangani Urusan Kesehatan
terhadap UKM Tingkat Pertarna



(1)

{21

(3)

(4)

(s)

Pasal 12

UKM Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat I huruf b
dilaksanakan pada Tingkat Kabupaten;
Sarana utama UKM Tingkat lr.edua sebagairnana dimaksud pada a1,at (L)
adalah Organisasi Perangkat Daerah yaflg menangani Urusan Kesehatan;' 

"

Sarana penunjang UKM Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalatr :

a. Lab,oratorium Kesehatan Masyarakat; dan
b. Instalasi Farmasi Kabupaten.
Lembaga UKM Tingkat Kedua adalah bidang-bidang pada Organisasi
Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan;
Tlrgas UKM Tingkat Kedua adalah :

a. menerima dan menindaklanjuti rujukan dari UKM Tingkat Pertama
Kecamatan;

b. melaksanakan surueilar*, pencatatan, dan pelaporan seca"ra berjenjang;
c. memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya

manusia keseha.tan.
Pembiayaan UKM Tingkat Kedua berasal dari :

a. Belanja Modal : APBD, APBD Provinsi Sulawesi Selatan APBN,
Hibah/ Bantuan Luar Negeri;

b. Belanja Operasional : APBD/Provinsi Sulawesi Selatan/APBN/Hibah/
Bantuan Luar Negeri.

Tenaga Kesehatan UKM Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :

a. tenaga kesehatan masyarakat meliputi Sarjana Kesehatan Masyarakat,
penytiluh Kesehatan, Sanitarian, Epidemiolog, Entomolog;

b. dokter;
c. perawat;
d. petugas gizi.
Hubungan Kerja UKM Tingkat Kedua :

a. organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan selaku
Koordinator UKM Daerah melakukan supervisi dan pembinaan terhadap
UKM Tingkat Pertama di Kecamatan;

b. organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
mengkoordinasikan pengelolaan target kinerja UKM Tingkat Pertama se-
Daenah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang UKfuI tingkat pertama dan tingkat kedua diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
UKP

Pasal 14

UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

a. UKP Tingkat Pertama;
b. UKP Tingkat Kedua.
UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan
UKP yanf bersifat non spesiatistik yang dilaksanakan tenage. kesehatan ya.ng

kornpeteJ untrrk keperluan obsenzasi,, diagnosis, perawatan, pengobatan,

dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya. f

(6)

(7)

(8)

(1)

{21



'(3) UKP Tingkat- Kedua sebagaimana dimaksud padayang bersifat spesialistik yang dilaksanakan
kompeten untuk keperluan obsirvasi, diagnosis,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

ayat (1) merupakan UKp
tenaga kesehatan yang
perawatan, pengobatart,

Pasal 15

{1} Sarana utama UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal
14, terdiri dari :

a. Puskesmas;
b. Klinik pratama;

Praktek dokter/dokter gigi;
Praktek perawat/ Twme care;
Praktek bidan;
Praktek fisioterapis;
Pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer yang secara ilmiah
telah terbukti keamanan dan khasiatnya;

h. Sarana pelayanan bergerak tambulotoryl;
i. Pusltu;
j. Poskesdes;
k. Palindes.

(2) Sarana Fenunjang UKP Tingkat Fertama sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, terdiri dari :

a. Unit farmasi puskesmas;
b. Laboratorium klinik;
c. Radiologi;
d. Apotek;
e. Toko obat;
f. optik;
h. Unit transfusi darah.

{3} T\rgas UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
melaksanakan UKP Tingkat Pertama.

{a} Perizinan UKF Tingkat Pertama adalah:
a. Puskesmas dan jaringannya serta Ktinik Pratama diterbitkan oleh Bupati

olac *oL^*o-r{ooi A--o-i-ooi Da+onaLa* T-loo-oL ri6hd *o-^-^^-'atia.E r cfi,UtltCiiuElEii 'Jl EEiiiiEEiiit i-Ui tulfi.fi'a-L i;'EiCt.- iI jv'iill1ti IIIEIIA.IiE,ilJIl
Kesehatan;

b. Sarana Kesehatan Tingkat Pertama lainnya diterbitkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan.

(5) Pembiayaan UKP Tingkat Pertarna milik Pemerintah Daerah berasal dari:
a. Belanja Modal : APBDIAPBD Provinsi/APBN/Hibah/Bantuan Luar

Negeri;
b. Belanja Operasional : APBD/APBN.

{6) Pembiayaan UKP Tingkat Pertama milik masyarakatf swasta:
a. Masyarakat/swasta;
b. Hibah.

(7\ 't|c.aaoo l{e<raflgtAn UKP Tingkat Pertama sebageirrrana dimaksud paCa a5'atIr, *vr4sErs r*vsvi

{1), terdiri dari :

a. Dokter/dokter gigi;
b. Perawat;
c. Bidan;
d. Fi*ioterapis;
e. Ahli Sizi;
f. Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi, atau asisten

apoteker;
g. Ananis kesehatan; {

c.
d.
e.
f.
Gb.



Perekam medis;
Radiografer;
Refraksionis;
Tenaga kesehatan masyarakat;
Dokter spesialis dasar.

(8) Hubungan Kerja UKP Tingkat Pertama :

a. Pembinaan dan superwisi teknis UKP Tingkat Pertama dilakukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan;

b. Kinerja UKP Tingkat Pertama di Kecamatan merupakan bagian dari
kine{a Jaringan UK-P se-Keeamatan.

Pasal 16

(1) Sarana utama UKP Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
terdiri dari :

a. Rumah Sakit setara kelas C dan D milik Pemerintah Daerah, Ulasyarakat,
dan Swasta;

b. Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
c. Praktek Perawat Spesialis {?wme ca@;
d. Klinik Utama.

l2l Sarana penunjang UKP Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
terdiri dari :

Instalasi farmasi rumah sakit;
Laboratorium klinik;
Radiologi;
Apotik;
Rehabilitasi medik;
Optik;

g. Unit Transfusi Darah.
Trrgas UKP Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah
melaksanakan UKP Tingkat Kedua.
Perizinan UKP Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh :

a. Bupati atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
Urusan Kesehatan untuk Rumah Sakit dan Klinik Utama;

b. Organisasi Perangkat Daerah yang menang€uri Kesehatan untuk Sarana
UKP Tingkat Kedua yang lain.

Pembiayaan UKP Tingkat K.edua rnilik Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. Belanja Modal : APBD/APBD Provinsi Sulawesi Selatan/APBN/

Hibah/Bantuan Luar Negeri;
b. Belanja Operasional : APBD.
Pembiayaan UKP Tingkat Kedua milik masyarakat/ swasta berasal dari:
a- Masyarakat/swasta;
b. Hibah.
Tenaga Kesehatan UKP Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada a-vat
(1) terdiri dari :

a. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis;

b. Tenaga psikotogi klinis meliputi psikologis klinis;
c. Tenaga keperawatan meliputi berbagai jenis perawat yakni perawat

professional (ners) perawat vokasional;
d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epideolog kesehatan, tenaga.

promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja,f

h.
i.
j.
k-
1.

a.
b.
c.
d.

f.

(3)
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tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatstistik dan
kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;

e. Tenaga kesehatan lingkungan meliputi sanitasi lingkungan, entomologr
kesehatan dan mikrobiolog kesehatan;

f tFenoaa oizi malinrrfi nrrfrieinnia r{on zliefic--.t. *vlrr4Ei* EJzr rrrv+ryus rreBlulvlllu gl4l ulvHsvrr,

g. Te,naga keterapian tisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapi wicara,
dan akupunktur;

h. Tenaga keteknisan medis meliputi perekam medis dan informasi
kesehatan, teknik kardiovaskular, teknisi pelayanan darah, refraksionis
optisen/optometris, teknisi Brgr, penata anestesi, terapis grgt dan mulut
dan audiologist;

i. Tenaga biomedika meliputi radiographer, elektromedis, ahli teknologi
laboratorium medic, Iisikawan medic, radioterapis dan ortorik prostetik;

j. Tenaga kesehatan tradisional meliputi tardisional ramuan dan tenaga
kesehatan tradisioaal keterampilan.

IQI lJrrtur6ddn Waria ITIID'TrinaLa* I1aAtra.
tu, rrgvqnrE(lr rlvrJ4 vrLr rurSA4L rrvuqq.

a. UKp Tingkat Kedua menerima rujukan medis dari UKP Tingkat Pertama
seeara timbal balik;

b. Pernbinaan dan supervisi teknis UKP Tingkat Kedua diiai<ukan oieh
Organisasi Perangkat Daerah yang menarlgani Kesehatan.

BAB TV
PEMBIAYAAIT KESEHATAIY

Pasal 17

(1) Anggaran pembiayaan kesehata:r bersumber dari APBN, APBD Provinsi,
APBD K,abupaten, nnasyarakat, s\xrasta, bantuan luar negeri, dan sumber lain
yang sah dan tidak meagikat.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan paling
ooAil-i+ oo1.ooo- 1no/^ foo^rrtrrl- ^aroanl rrn#rrlz Lrolo-io Io-rotrna rlo-i ADEfnDUUINL svUVU4 LVtv fUvHqrurr HVrgVr, UrrLS svrq{q r@r6usrr5 s4 l r\tuu

diluar gqii.

Fasal 18

(1) Alokasi anggaran pelayanan publik terdiri dari pelayanan preventif 6O% dan
pelayanan kuratif 4Aa/o

(2) Atokasi anggaraa kesehatan untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (U terutama guna :

a. Pela5..anan kesehatan masyarakat tingkat pertanra dan pelayanan
kesehatan masyarakat tingkat kedua;

b. Pelayanan kesehatan perorangan bagr penduduk miskin, kelompok
ianjut usia, dan anak teriantar yang tidak terdaftar sebagai peserta
Penerima Bantuan luran.

Pasal 19

Alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 7 sebesar
4A Ya digunakan untuk :

a. Belanja fasilitas pelayananan kesehatan perorangan tingkat pertama milik
Daerah;

b. Belanja fasilitas pelayanan kesehataa perorarlgar! tingkat kedua mifik
Pemerintah Daerah. f

t



Pasal 2O

Proporsi alokasi pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dicapai secara bertahap
Calam 3 (tiga) tahun.

Pasal 2 1

(1) Alokasi pembiayaan ditetapkan secara proporsional sesuai dengan status
kesehatan masyarakat di Daerah.

{21 Alokasi anggaran pembiaS'aan pelayanan kesehatex yang bersifat preventif
dan promotif diperuntukkan untuk mempertahankan darn meningkatkan
status kesehatan masyarakat.

(3i Alokasi anggaran pembiayaan kuratif dan rehabilitatif bersumber dari APBN
dan APBD yang diperuntukkan untuk proses pengobatan dan pemulihan
pasien.

PasaT 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Organisasi Perangka-L Daerah y-ang meneuigani Kesehaian m€ngatur trubungan
kerja dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan asuransi
kesehatan komersial yang melakukan kegiatan operasional di $dlayah Daerah.

BAB V
SDM XESEIIATAIT

Pasal 24

Tenaga Kesehatan berada pada fasilitas kesehatan perorangan dan fasilitas
kesehatan masyarakat yang dimiliki Pemerintah Daerah, Swasta, danlatau
Masyarakat.

Pasal 25

Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
rencana kebutuhan tenaga kesehatan untuk
Rencana Strategis yang telah disusun.

Urusan Kesehatan menJrusun
5 tlima) tahun berdasarkan

Pasal 26

Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepegawaian
menyampaikan informasi tentang jenis dan jumlah formasi tenaga kesehatan
berdasarXcan analisis kebutuhan tenaga yarrg akan diadakan setiap tahun.

Pasal 27

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kesehatan
men5rusun standar kebutuhan tenaga kesehatan untuk seflap jenis fasilitas
kesehatan perorangan dan fasilitas Gsehatan masyarakat. t



(21 standar kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan ;leh Bupati,- berdasarkan rek--omendasi organisasi perangkat

daerah yang menangani urusan kesehatan'

Pasal 28

Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan men5fusun

rencana kebutuhin dan realotasi lenaga Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai

Negeri Siplt ,"iri p"nry** kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan

*J"y"t"t rt pada faJilitas kesehatan milik Daerah'

Pasal 29

{1} Pemenuhan kebutuhan tenaga non Pegawai Negeri sipil di setiap fasilitas
'-' pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan

iingt"t kedua rnenjadi tanggungiawab Pemerintah Daerah'
(z) Peigadaan tenaga- keseha6n d-an atau non kesehatan non Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana ayat (1) diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pe"ta*a d.arr fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua melalui
Organisasi Perangkat Daerah yang menangalri Urusan Kesehatan.

(3) Mekanisme dan penetapan pengadaan tenaga kesehatan non Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {21diatur melalui keputusan Bupati.
( ) Anggaran yang ditimbulkan akibat ayat (1), (21 dan (3) dibebankan kepada

Pemerintah Daerah.

Pasal 3O

(1) Penempatan tenaga kesehatan dan non kesehatan berdasarkan kebutuhan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat kedua atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani Urusan Kesehatan.

(2) Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan memperhatikan
pendistribusian yang merata baik di wilayah pusat pemerintahan daerah
mauplrn wilayah pelosok daerah.

(3) Hal-hal yang mengatur penempatan tenaga kesehatan sebagaimana yang
diatur pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan atas persehrjuan Organisasi
Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.

Pasal 31

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan men5rusun
pola pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil
dengan perjanjian kerja untuk setiap jenis tenaga kesehatan yang bekerja di
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan
keselutan tingkat kedua.

(2) Kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan diarahkan pada
penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta pembentukan
moral dan ai<hlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi yang
dilaksanakan secara berkelanjutan.

(3) Pengembangan karier dan peningkatan jenjang pendidikan tenaga kesehatan
baik pemerintah maupun swasta dilaksanakan secara objektif, transparan
berdasarkan prestasi kerja sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan daerah
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih Xar1iut mengenai Pola pengembangap karir sebagaimana
dim66sqd pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bunati.t
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Pasal 32

Pemerintah Daerah rnenyediakan anggaran untuk pendidikan berkelanjutan
pada tenaga kesehatan yang bekeq'a pada fasilitas kesehatan milik Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui uji
kompetensi, sertifikasi, registrasi, pemberian yzin prakteklztn kerja,
remunerasi, insentif, penghargaan, dan sanksi.
Pemberian izrl,. praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani Urusan Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari
organisasi profesi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
Pengawasan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik, disiplin, dan
hukum.
Prinsip penyelenggaraan sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SEDIAAII FARIITASI, ALAT KESETTATAF, DArt MATCANATI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan, terutama obat untuk program kesehatan, obat bagi masyarakat di
daerah bencana, dan obat esensial.

Pasal 35

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pada kejadian bencana mengacu
pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sediaan Farmasi

Pasal 36

Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sediaan
farmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
pelayanan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan standar terapi,
formularium, stanCar pengelolacn, standar fasllitas, dan standar tenaga
dengan mengutamakan pemberian obat secara rasional berdasarkan bukti
ilmiah terbaik, prinsip tepat biaya dan tepat manfaat.

(3) Kepaia Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan berwgnang
memberikan izin Usaha Mikro Obat Tradisional dan surat izin apoteker.f

(1)

12)



(4) Persyaratan dan tata cara pemberian izin Usaha Mikro Obat Tradisional
sehagaimana dimaksud pada ayat t3) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturat perundang-perundangan.

{5} Usaha Mikro Obat Tradisional sebagairnaraa dimaksud pada ayat (3} wajib
meayampelikan laporan kepaCa Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
menaagani Kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan meliputi jeais danjumlah bahan baku yang digunakan serta jenis, jumlah, dan .tit*i hasil
produksi.

(6) Pembukaan apotek atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang
menarlgani Urusan Kesehatan.

Bagian Ketiga
AIat Kesehatan

Pasal 37

(L) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan alat
kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga y"rrg ada di
peredaran untuk rnemastikan kesesuaian terhadap mutu, keamanan, dan
kemanfaatan.

(2) Pembinaan Cen pengawasan cleh Pernerintah Daerah sebagaimana Cimaksud
pada ayat (1) dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

{3} Daiam hal a<ianya indikasi kerugian akibat penggunaan aiat kesehatan
dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan penelusuran untuk segera diambil tindakan lebih
lanjut berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan.

(4) Dibutuhkan kerjasama dengan badan POM dalam hal monitoring dan evalusi
penggunaan obat yang tidak rasional.

(5) Adanya pelayanan dan lembaga konseling pelayanan kesehatan terkait dengan
sistem informasi dan edukasi.

16.I r.\il-.rr+"1"Lo- L^^-.li-ooi on*orc lo-!ro-o
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pengadaan pembukaan toko dan alat*alat
pada ayat {1}.

(7) Ketenfuan mengenai tata cara pemberian izin toko alat kesehatan diatur
oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.

(8) Dibutuhkan lembaga sertifikasi dalam hal standarisasi fasilitas pelayanan
kesehatan.

(9) Terhadap apotek atau pedagang eceran obat yang menyalurkan
alatkesehatan yang tidak mempunyai tzlrl,- edar danlatau mengadakan
dan naenyalurkan atrat kesehatan yang tidak mempunyai izin sebagai penyalur
alat kesehatan (PAK), maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
menan€iani Ltrusan lr^esehataa dapat mencab';t Surat Izh Praktik Apctekrer
(SIPA) atau iitr'r ped,agartg eceran obat.

Bagian Ileempat
Makaaan daa Minumaa

Pasal 38

Setiap orang yang bertanggsngjawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada
rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Sedap orang yarrg metlproduk$i pangan untuk Ciedarkan dilarang
menggrlnakan b"h"q apapun sebagai bahan tambahan parrgan yarrg
dinyatakan terlarang. f
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kesehatan sebagaima.na dimaksud
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Pasal 39

(1) Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wqiib memiliki
sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

{2} Sertifikat produksi pangan industri rurnah +.angga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
Urusan Kesehatan.

(3) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hai terdapat dugaan
terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.

(4) Kewenangan melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengambilan tindakan
administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga
pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4O

Penanganan makanan jajanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

Setiap jasa boga di Daerah harus merniliki izrn usaha dari Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa boga
harus memiliki sertifikat hygiene sanitasi yarrg dikeluarkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.
Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kesehaian
melaksanakan pembinaan teknis dan pengawas€ul penyelenggaraan jasa boga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Setiap rumah makan dan restoran harus memiliki izin usaha dari Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {U r';mah
makan dan restoran harus memiliki sertilikat laik hygiene sanitasi rumah
makan dan restoran ya.ng dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani Urusan Kesehatan.
pembinaan teknis dan penyelenggaraaan rumah makan dan restoran
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menqiogani Urusan
Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. f
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BAB VII
MAITA"IEMEIT KESEIIATAIT

Baglan Kesatu
Perencanaan

Pasal 43

Arah perencanaan kesehatan Daerah menyesuaikan dengan Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto I RPJMD ;

Arah p"iencrrraan kesehatan Daerah dititikberatkan untuk :

a. mengembangkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya
ke sehatan perseorangan ;

b. meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan;
c. memperkuat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan

Kabupaten;
mendorong keterlibatan sektor terkait dan pemberdayaan
dalam sektor Kesehatan;
mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
industri dan pariwisata;

f. memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama di
pedesaan;
menyesuaikan fasilitas pelayanan kesehatan dengan standar yang diminta
oleh kebijakan jarninan kesehatan nasional;
meningkatkan pemantauan dan pengendalian terhadap masukttya sediaan
farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan.

Pasal 44

Tatrapan perencanaan kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :

Pen5rusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
Kesehatan setiap 5 (lima) tahun yang berisi :

1. Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun;
2. Program kesehatan untuk mencapai tdran tersebut;
3. Target tahunan; dan
4. Kegiatan tahunan untuk mencapai target tersebut.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf b mengikuti periodisasi masa jabatan Bupati.

d, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menang€uti Kesehatal
merupakan harmonisasi dari:
1. Sistem Kesehatan Daerah (SKD);
2. Visi Misi dan program Bupati;
3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan; dan
5. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Baglan Kedua
Kelembagaan FasiHtas Keschataa

Pasal 45

Organisasi Perangkat Daerah yang menalrgani Kesehatan merupakan
penanggung jawab penyelenggaraan otonomi daeqah bidang kesehatan yalrlg
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).f

d.

e.

o

h.

masyarakat

mendukung

b.

C.
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Pasal 46

Fasilitas kesehatan di Daerah, terdiri dari :

a. Fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama milik Daerah yaitu
puskesmas;
Fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama milik swasta yaitu : praktek
dokter, klinik pratama, praktek fisioterapis, praktek perawat, dan praktek
bidan;
Fasilitas kesehatan perorangan tingkat kedua milik Daerah yaitu RSUD;
Fasilitas kesehatan perorangan tingkat kedua milik swasta, yaitu RS milik
masyarakat dan/atau swa.sta, praktek dokter spesialis, dan klinik utama;
Fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama di desa yaitu Pos UKM
Desa;

f. Fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama di kecamatan yaitu
puskesmas;

g. Fasilitas kesehatan masyarakat tingkat kedua di Organisasi Perangkat
Daerah yang Menangani Kesehatan dengan ditunjang oieh laboratorium
kesehatan masyarakat.

Pasal 47

(1) Bupati menetapkan jumlah paling banyak fasilitas kesehatan perorErngarl
tingkat pertama, kedua, dan ketiga serta fasilitas kefarmasian yang berada di
wilayah Daerah;

(2) Penetapan jumlah paling banyak fasilitas kesehatan perorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dilakukan berdasarkan evaluasi atas kebutuhan
nyata penduduk di wilayah tersebut.

Pasal 48

Berdasarkam kebutuhan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan milik
Daerah dapat melakukan ke4a sarna dengan fasllitas kesehatan di dalam atau di
luar negeri.

Pasal 49

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan fasilitas kesehatan perorangan tingkat
kedua/ketiga _yang merupakan pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah
bidang kesehatan dengan status PPK-BLUD.

Pasal 50

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama dan
fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama yang merupakan pelaksana
penyelenggaraa-rl otonomi daerah bidang kesehatan dengan status PPK-BLUD.

Pasal 51

Pos UKM Desa merupakan fasilitEs kesehatan masyarakat tingkat pertama
yang dikelola oleh Pemerintah Desa. f



Pembagi", ft*L["J"'*i Kesehataa
Pasal 52

Organisasi Perangkat Daerah yang menaigalri Kesehatan bertanggungiawab :a. Melaksanakan perencanaan, moniioring, pengendalian, dan evaluasi
penyelenggaraan UKp dan UKM;

b' Melaksanakan perencanaan dan pengawasan aspek teknis pembangunan
fasilitas kesehatan perorangan;

c. Menyeienggarakan perijinan dan pengawasan kepatuhan terhaciap stanciar
pelayanan di fasilitas kesehatan perorarlgan;

d- Membantu penyrapan akreditasi fasiiitas pelayanan kesehatan perorangal;
e. Mendarnpingi penetapan kelas dalam rangka pemberian izin tetap 

*rr*uf,
sakit;

f. Mernfasilitasi pembinaan teknis tenaga kesehatan puskesrnas dan tenaga
kesehatan rumah sakit daerah;

g. Merencanakan, menganggarkan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi
progra.m pelayanan kesehatar masyarakat;

h. Memimpin dan rnenggerakkan seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga
kesehatan pada situasi kejaCian lua"r biasa {IrJE} dan/atau bencana;

i. Merencanakan, mengarggarkan bantuan belanja modal, 'perlrzrnan,

penyediaan bantuan tenaga kesehatan untuk fasilitas kesehatan
masyarakat tingkat pertama;

j. MeningJkatkan kapasitas fasilitas kesehatan masyarakat tingkat kedua
Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan dan
kapasihas Laboratorium Kesetratan Masyarakat;

k. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan
pendidiltcan dan pelatihan kader, pemberian transport kader, dan fasilitasi
upaya kesehatan berbasis masyarakat {UKBM};

1. Merencanakan, mengadakan, dan mengelola sediaan farmasi
T II'Ntr.v l\tll,

m. Menyelenggarakan perizinan, pengawasan, dan pemantauan
dan sarana sediaan farmasi, dan makanan;

n. Menerbitkan pedoman teknis pelayanan keeehatan perorangan tingkat
pertama, pedoman teknis pelayanan kesehatan masyarakat tingkat
pertamat, pedoman teknis pelayanan kefarmasian pada fasilitas kesehatan
perorangan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan masyarakat tingkat
pertarma;

o. Mengelola data kesehatan yang bersumber dari kegiatan pelayanan kesehatan
perorangan/masyarakat di wilayah Daerah;

p. Memberikan pertimbangan alokasi ar:gg:arar: untuk urusan wajib kesehatan,
satuan organisasi dan program kepada Bupati.

Pasal 53

Rumah Sakit bertanggunglawab :

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedual ketiga;
b. Membeukan pelayaaaa kqoehataa peroraiigae tiackai kEdua/keiiga pada

pasien yang merupaLlcan kasus program;
c. Menerirna dan mengembalikan rujukan dari

tingkat pertama dan mengirim rujukan ke
tingkat lanjutan;

untuk program

produk, tenaga,

fasilitas kesehatan perorangan
fasilitas kesehatan perorangan

d. Memberikan bimbingan tekjis pada tenaga kesehatan fasilitas kesehatal
perorangan tingkat pertama; {



e' Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai
dengan kemamrruan pelayanannya;

f. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit;

g. Pemeliharaan dan peningkar,an kesehatan perorailgan melalui pelayanan
- kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga se*Iuai kebutuhan ;;di";h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

"umbr. daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;i. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanal kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasa] 54

Puskesmas bertanggungiawab :

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
b. Dlengkccrdinasikan fasilitas kesehatan tingkat pertarna di wilayah kerja

Puskesrnas;
c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
d. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat;
e. Mengelola data yang bersumber dari data pelayanan kesehatan tingkat

pertama dalam wilayah kerjanya;
f. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap Pos UKM Desa dan Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 55

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan, RSUD, dan
Puskesmas merupakan organisasi penyelenggara urusan kesehatan di
Daerah.

(2) Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani
Kesehatan, Rencana Belanja Anggaran (RBA) BLUD RSUD, dan RBA BLUD
Puskesmas adalah rencana kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat
Daerah yang Menangani Kesehatan, BLUD RSUD, dan BLUD Puskesmas.

(3) Kebiiakan Umum APBD-Program Prioritas dan Anggara-n merupakan
kesepakatan kebijakan urnum APBD dan alokasi anggararl untuk
SKPD/UKPD dan program prioritas arttara Bupati dan DPRD.

(4) RKA Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, RBA BLUD
RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas merupakan rencana kegiatan dan
anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, BLUD
RSUD, dan BLUD Puskesmas berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum
APBD--Program Prioritas dan Anggaran.

(5) DPA Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, RBA definitif
BLUD RSUD, dan RBA definitif BLUD Puskesmas merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan APBD yang telah disetqjui
DPRD dan telah dievaluasi oleh Gubernur Sulan"rsi Selatan.

(6) Perubahan angg€rrErn mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan. f



Bagian Kelioa
Evaluasi
Pasal 56

(U Evaluasi merupakan proses membandingkan hasil dengan rencana dan
mernberikan saran untuk penyempurnaan proses perencanaan berikutnya.

(2) Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kejehatan melakukan evlluasi
progrhm setiap tahun dengan membandingkan hasil tahun berjalan terhadap
target program i'arlg disebut kinerja pencapaian program.

(3) Apabila terdapat kesenjangan, maka aitai<ut<an perbaikan pada rencana
kegiatan tahun berikutnya.

(4) Evaiuasi diselenggarakan oleh bagian/satuan keda yang rnempunyai tugas
untuk perencanaan dan penganggaran.

(5) Evaluasi dapat dilakukan melalui proses
pihak ketiga yang kompeten serta
masyarakat.

penelitian yang dilaksanakan oleh
dapat melibatkan peran serta

Bagiaa Heenam
Irata Kesehataal Informasi Kesehatan

Pasal 57

Setiap fasilitas kesehatan perorangan/masyarakat, tingkat pertama/kedua, milik
pemerintah/ swasta menghasilkan data kegiatan pelayanan.

Pasal 58

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewqjiban menyampaikan laporan data
kegiatan secara periodik kepada Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani
urusan Kesehatan-

Pasal 59

Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesehatan menyediakan
sistem terintegrasi aga-r terjadi proses analisis yang otomatis dan menghasilkan
infnmaci o,ccrroi r:lanaon lzahrrtrrlran*Illvarragul UVUHq uvl+AH+ llvVulgll.Ar.

Pasal 6O

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesehatan
menyiapkan format data kesehatan yang harus diisi oleh setiap fasilitas
kesehatan secara terintegrasi.

(2) Format data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesehatan.

PasaI 61

Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani
memberikan penghargaan dan sanksi terhadap
dan tidak patuh.

urusan Kesehatan berwenang
fasilitas kesehatan yang patuh

Pasal 62

Permintaan data kesehatan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi
harus melalui Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesehatan. f



(1)

(21
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Bagian KetuJuh
Perlindungaa Hukum Bagi Teaaga Kesehatan

Pasal 63

Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai profesinya.
Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan
profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui
mediasi.
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan
tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
Perlindungan hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
bantuan hukum kepada tenaga kesehatan yang diduga melakukan
kelalaian pada proses penyelidikan dan penyidikan.
Segala biaya yang ditimbulkan pada ayat (4) dibebankan pada Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedelapau
Penelitian dan Peugembangan Kesehatan

Pasal 64

Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah pengelolaan
penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan
produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna
memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya
derajat kesehatan nnasyarakat yang setinggi-tingginya.
Ttrjuan dari penyelenggaraa.n subsistem penelitian dan pengembangan
kesehatan adalah terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan
penapisan teknologi dan produk teknoiogi kesehatan, yang ditujukan untuk
menglhasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi
informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Unsur-trnsur subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari
unsur-unsur area penelitian, pengembangan, dan penapisan :

1. teknologi intemensi kesehatan masyarakat; dan
2. humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Penelitian, pengerabangarl! daa penapisan teknologi intervensi kesehatan
masyarakat meliputi kegiatan riset untuk menilai besaran masalah kesehatan
masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi
iingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknoiogi guna
peningkatan mutu Lrpaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna.
Penelitian, pengem'bangan, dan penapisan humaniora, kebijakan kesehatan,
dan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan riset untuk menganalisis
bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, formulasi-
implementasi, dan evaluasi kebijakan, perilaku, peran serta, dan
pemberdaya€m masyarakat terkait dengan perkembErngan teknologi dan
produk teknologi kesehatan guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang
berhasil guna dan berdaya guna.
Penyelenggrr.t, Penelitian dan pengembangan, penapisan teknologi, produk
teknoilogi, teknologi informasi, dan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, meiakukan koordinasi dengan Organisasi
Perangkat Daerah yang menangarni penelitian dan pengembangan tingkat
kabupaten untuk mendukung pembangunarl kesehatap guna meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. f
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BAB VIII
PEMBERDAYAAT MASYARAKAT

Pasal 65

(1) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu
mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap
pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan
pembangunan berrvawasa! kesehatan.

(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara individu, kelompok, atau kelembagaan masyarakat melalui :

a. Penggerak pemberdayaan masyarakat;
b. Pengutamaan sasaran pemberdayaan masyarakat;
c. Kegiatan hidup sehat; dan
d. Pemanfaatan sumber daya.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah bertanggungiawab atas pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat, meliputi :

a. Penggerakan masyarakat;
b. Pengorganisasian dalam pemberd ayaan;
c. Advokasi;
d. Kemitraan; dan
e. Peningkatan sumber daya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SAIIKSI ADMIITISTRASI

Pasal 67

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan/atau
Pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Bupati berwenang menetapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pembatalan atau pembekuart izin dari sarana kesehatan maupun tenaga

kesehatan;
d. Pencabutan izin pendirian sarana kesehatan; dan
e. Penutupan sa.rana kesehatan.

BAB X
PEilIBIITAAN DAII PEI{GAWASAII

Pasal 6B

( 1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasa.n atas penyelenggaraan
sKD. {



(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Suplti. -

BAB XI
KBTETITUAII PEilUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiarp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 4 ,Atsva(,-1 2018

BI'PATI JENEPOIYTO,

pada tan 25 ,A.NLl,^R.,t 2018

Plt

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEI{EPoNTo TAHUIT 2018 Nolvton .**

',Iriffi fiES$S* iifi td,ttn

Diundangkan di Jeneponto

,ARIS DAERAI{



I.

PENJELASAN
ATAS

PERATIIRAN DAERAII I(ABUPATEil JENEPONTO
NOMOR TAIIUN 2018

TENTAITG
SISTEM KESEITATAN DAERAII KABUPATEN JENEPONTO

UMUM
Cita-cita kesehatan para pendiri Negara Republik Indonesia adalah

sebagaimana dituangkan pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD)
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh
pelayanan kesehatan, dan pada Pasal 34 yang mengarnanatkan bahwa
Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang
layak.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental,
spiritual, manpun sosial dan tidak hanya bebas dari adanya penyakit.
Kesehatan merupakan prasyarat utama yang memungkinkan setiap orang
hidup produktif secara sosial'dan ekonomis. Setiap kegiatan dalam upaya
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan
berkelanjutan dalam rangka pernbentukan sumber daya manusia serta
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagt Pembangunan
Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang bersifat konkuren karena
sebagjan diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan
Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan agar
Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk menyelenggarakan
Otononoi Daerah dan T\.rgas Pembantuan. Perda berisi muatan materi tentang
penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, penjabaran lebih
i""j",f ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dan
*"te.i muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Untuk menjamin tercapainya derqjat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya, Pemerintah telah menetapkan Sistem Kesehatan
Nasio-nal tSXnt sebagai acuan pengelolaan urusan kesehatan yang

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu dan saling
mendu[ung. Pada kenyataannya SKN cenderung bersifat umum dan belum
mengakorrrodir kondisi dan kebutuhan spesifik Daerah. SKN dirasa tidak

"rL,ip 
operasional untuk memandu penyelenggaraan urusan kesehatan di

Daerah untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan
kesehatan baik saat ini maupun di masa depan-

Kebutuhan untuk menyinergikan dan meningkatkan kinerja
lembaga-lembaga pelayanan kesehatan juga terus mengemuka dan
diangg-ap sebagai 

-penyebab rendahnya kuatitas pelayanan kesehatan
masfrrakat. adanya perubahan kebijakan di tingkat Nasional seperti
prrrJr"prn kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional mulai Tahun .2OV ^dan !pemUeitatcuan tebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2o15tflt



II.

menuntut pula antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai standar
yang diminta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu
menefapkan Peraturan Daerah tentang Sistem tcesehatan Daerah
Kabupaten Jeneponto dalam rangka raefuarnin efektitrltas dan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

PASAT DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Yang dirnaksud dengan "asas peri kemanusiaan" adalah bah.wa
pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan ya11g
berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak
membedakan golongan agama dan bangsa.
Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangano adarah bahwa
pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan
individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material
dan sipiritual.
Yang dimaksud dengan oasas manf,aat" adalah bahwa pembangunan
kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-bssanlya bagi
kernanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
Yeng dimaksud dengan "asas pelindungan' adalah bahw,a
pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan d.an
kepastian hukum kepada pemberi d.an penerima pelayanan kesehatan.
Yang dimaksud dengan *asas penghormatan terhadap hak dan
kewajiban" adalah bahwa pembangunan kesehatan dengan
menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan
kedudukan hukum.
Yang dimaksucl dengan oasas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan
kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata
kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
Yang dimaksud dengan oasas gender dan nondiskriminatif' adalah
bahwa pembangunan kesehatan tidak rnernbedakea perla-kuan terhadap
perempuan dan laki-laki.
Yang dimaksud dengan "asas norrna agama" adalah pembangunan
kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak
membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3
Culkup jelas.

Pasal 4i

Cukup jelas.
Pasal $

Cun<up jelas.
Pasal 6

Culkup jelas.
Pasal 7

Cukup .!e1as. Ir
\



Pasal E
Curkup jelas.

Pasal I
CuLlcup jelas.

Pasal 10
Cr;Lkup jelas.

Pasal 1"1

CuLlrup jelas.
Fasal 12

Cukup jelas.
Pasai 13

Cukup jelas.
Pasal lzl

Cuk'up jelas.
Pasal lti

ayat (1)
l'ang dimaksud dengan sarana utama UKP Tingkat Pertama
erdalah alat danlatau tempat yang digunakan untuk
rnenyel.ensgarakan pela3'anan kesehatan perorangan tingkat
pertama, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun
pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
rnasyarakat, termasuk swasta.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan sarana penunjang UKP Tingkat
[]ertama adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
rnendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan
tingkat perterma, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan,
rnaupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
rnasyarakat, termasuk swasta.

arzzrt /21uJ ((! [v,

Cukup jelas.
ayat {4}

Cukup jelas.
ayat (5)

Cukup jelas.
ayat (6)

Cukup jelas.
ayat (7)

truruf a
Cukup jeJlas.

truruf b
Perawat terdiri dari *Ners" yaitu trrerawat lulusan
pendidikam
prcfesi dan perawat luLusan jenjang pendidikan Ciploma IItr
dan diploma IV.

truruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jetras.

truruf e
Cukup jelLas. I

1
L



huruf f
Tenaga Kefarmasian adalah tenrga yang melakukan
Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan
Tenaga Teknis Kefarmasian.
Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang
membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan
Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya
Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah
Farmasi/Asisten Apoteker.

ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16
ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana utama UKP Tingkat Kedua
adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorarlgan tingkat
kedua, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan, matrpun
pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat, termasuk swasta.

ayat (21

Yang dimaksud dengan sarana penunjang UKP Tingkat
Ifudua adalah alat dan /atav tempat yang digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan
perorangan tingkat kedua, baik peningkatan, pencegahan,
pengobatan, maupun pemulihan yang dilakukan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat, termasuk swasta.
hur'.rf a

Cukup je1as.
huruf b

Cukup jelas.
huruf c

Cukup jelas.
huruf d

Cukup jelas.
huruf e

Cukup jelas.
huruf f

CuIruP jelas.
ayat (3)

Cukup jelas.
ayzrt (4)

I{uruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

ayat (5)
Huruf a

CukuP jelas.
Huruf b

CukuP jelas.
ayat (6)

CukuP jelas.
ayat (71

CukuP jelas.
ayat (E)

CukuP jelas.
,

+
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Pasal 17
a-vat {1}

tCukup jelas.
ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 18

ayat {1}
Cukup jeias.

ayat (2|
lhuruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yrng dimaksud Penerima Bantuan Iuran (pBU
adalah fakir miskin dan orang tidak rnampu yang
iurannya sebagai peserta program Jaminan sosial
dibayar oleh Pernerintah

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasai Zfl
Cukup jelas.

Pasal 21
ayat {1}

Cukup jelas
ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Cukup jelas
trasal 22

Cukup jelas.
Pasai 23

Cukup jelas.
Pasal 241

eukup jelas,
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukurp jelas.
Pasal 27

ayat {1}
Cukup jelas.

ayat {2}
eukup jelas.

Pasal 28
tCiukup jeias.

Pasal 29
ayat {1}

Cukup jelas.
ayat {21

Cukup jelas.
ayat (3)

tCukup jelas.
ayat {41

Cukup jelas

+



Pasa1 3O
ayat {1}

Cukup jelas.
ayatt (2)

eukup jelas.
ayat {3}

Cukup jelas
Pasal 31

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat {21
Cukup jelas.

ayat {3!
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
ayat (1)

Cukup jelas.
ayat {21

Cukup jelas.
Pasal 3{}

ayat {1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

arrof IQIqJeL [v,

eukup jelas
ayat (4)

Cukup jeias
Pasal 34

Yang dimaksud obat esensial adalah obat pilihan yang paling
dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat
terbanyak, mencakup upaya diagnosis, polifilaksis, terapi dan
rehabilitasi yang harus selalu tersedia di unit pelayanan kesehatan
sesuai dengan fungsi dan tingkatannya.

Pasal 35
Cu.kup jelas.

Pasal 36
ayat {1}

Cukup jelas
ayat {2}

Cukup jelas
ayat {3}

Cukup jelas
a3rat {4)

Yang dimaksud Usaha Mikro Obat Tradisionaf PMOTI adalah
usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam
1.^-+,'1- l. ^.l-,1- L^-^L' nka* rranc rlilaLo*lzon ^oi-aa nlraf lrraru(?ilL(-ln uuuG u4o4lr, vuqL J4r5 uatvAqlAal, u@r4r vuqL ls@

clan racikan.
ayat (5)

Cukup jelas
ayat {6}

Cukup jelas

t



Pasal 3'7
ayart (11

,Cukup jelas
ayal. (2)

Cuk*p jelas
ayal; {3}

tCukup jelas
ayat (4)

Cukup jelas
ayafl (5)

Cukup jelas
aya{: (6)

Cukup jelas
ayat {7}

Yang dimaksud Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang
.-Iioolo---^-oLo- ^IoL ^o* F6hda6 a{-orr lrarlon rrn*rrIr ^olnl-rrl-nnl-louaurrt<ii44\4r vlurr lJvrvrut6ur 4L4q uuu.lr urrLus lllLt6qMl

kegiatan pengadaan, penyimpanarl, penyaluran alat kesehatan
'[ertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ayat (8)
Cukup jelas

ayat {9}
Cukup jelas

Pasal 38
ayal- {1}

Cukup jelas
arra{'Ir)'laJ 4u [&,

lSukup jelas
Pasal 39

ayat (1i
Yang dimaksud Pangan Olahan adalah makanan atau
minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu,
dengan atau tanpa bahan tamba-han,

ayax'. (21

Cukup jelas
ayat {3}

Cukup jelas
ayat {4}

qlukup jelas
ayat {5}

Cukup jeias
PasaI 4t0

ayat {1}
lVlakanan jajanan adalah makanan dan minumarl yang diolah
oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau
disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagt
umum selain yang disqjikan jasa boga, rumah makan/restora.n,
dan hotel.

^,,^+. ,oIa.JaL lzrt
slukup jelas

Pasal 41
ay,at i1i

.fasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang
:nelakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di
X.uar tempat usaha atas dasar pesanan.



ayat (4)
Cukup jelas

ayat {5}
Cukup jelas

arzof /6)4J%L [v'

Cukup jelas
Pasal 55

ayat (i)
Cukup jelas

ayat {2}
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

a3,at (5)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

PasaI 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 6O
ayat {1}

Cukup jelas
orra* /01uJ4L t4'

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jeias.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

ayat (1)
Cukup jelas

ayat {2}
Cukup jelas

ayat {3)
fukup jelas

ayat {4}
Cukup jeias

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 54
ayat (1)

Culn:p jelas
ayat (2|

Cukup jelas
ayat {3}

Cukup jelas
ayat {4}

Cukup jelas
ayat (5)

Cukup jelas
ayat (61

Cukup jelas



Pasal 65
ayat (1)

Cukup jelas
ayht (z)

Cukup jelas
Pasaf 66

avht 1t1
Cukup jelas

ayPt (2)
Cukup jelas

Pasal 67
aypt (1)

Cukup jelas
ayf,t (2)

Culcrp jelas
(3)

Cukup jelas
68

ayf,r (1)

Cukup Jelas
ayat (2)

Cukup jelas


